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Abstract: 
The government had set several roles to manage social-life. 
One of these roles is about marriage accordance to Article/ 
section 1 of Constitution year 1974. Refer to it, someone who 
wants to marry has to be maturity of soul or physical, it meant 
that they will get harmony life at household. However, the fact 
describes  that the roles cannot be practiced finely and face 
some obstacles such as the support roles, social - condition,  
economic, culture and religion. The effect of these situation, 
there are some problem formulations; (i) how much frequency 
of marry earlier or merariq kodeq at Sasak community. (ii) 
what of the cause  merariq kode is still done even though they 
are in modern community. Meanwhile, the research has 
purposes to know (iii) the effects of marry earlier or merariq 
kodeq at Sasak Community, (iv) what the effort of government 
to prevent marry earlier  or merariq kodeq at Sasak 
Community. The style of this research is Normative – 
sociological which is to know the circumstances in 
community. The method of data collecting is observation, 
interview, and documentation. Meanwhile, to analyze the data, 
researcher use qualitative description method. The result of 
research show that the obstacles to use the roles cause by lack 
of punishment and difficult access. The performance of early 
marry or merariq kodeq  is to be culture at Sasak Community, 
it cause by custom roles demand although the bill number 1 
year 1974 prohibit it. So, it be great obstacle to realize the 
role.   
Keywords: Merariq Kodeq, Sasak Community 
 
Pendahuluan  
Perkawinan sesuatu yang bersifat fitri dan naluri pada setiap 
umat manusia. Melalui perkawinan, manusia menjaga kesinambungan 
kehidupan mereka. Perkawinan dianggap sebagai salah satu fase 
kehidupan yang hampir pasti terjadi pada setiap manusia untuk 
melahirkan generasi-generasi berikutnya selain itu juga perkawinan 
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hadir untuk membahagiakan setiap pasangan agar rumah tangga lahir 
berpondasikan sakinah, mawadah, warahmah, undang-undang No 1 
tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 menyebutkan bahwa 
“Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki 
dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”1  
Selain itu juga dalam undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 
7 memberikan batasan umur perkawinan, perkawinan usia dini sebagai 
bentuk perilaku yang sudah dapat dikatakan membudaya dalam 
masyarakat. Maksudnya bahwa batasan individu dengan meninjau 
kesiapan dan kematangan usia individu bukan menjadi penghalang 
bagi seseorang untuk tetap melangsungkan pernikahan2. 
Perkawinan usia muda ini banyak mengundang masalah, 
karena perkawinan beresiko tinggi, terutama ketika diikuti dengan 
kehamilan. Secara sosial, anak perempuan yang menikah pada usia 
muda cenderung mengalami banyak kesulitan terutama bila mereka 
diceraikan oleh suami.3 Ketika seorang anak perempuan bercerai, ia 
kehilangan status haknya sebagai anak. Hal ini menghalanginya untuk 
memasuki sistem pendidikan formal apabila ia menginginkannya. 
Lebih buruk lagi adalah sejak ia menikah, seorang anak dianggap 
sebagai orang dewasa yang mandiri dan tidak lagi menjadi tanggungan 
orang tuanya. Apabila ia bercerai dengan suaminya, orang tuanya tidak 
bertanggung jawab untuk memberikan nafkah atau menanggung 
hidupnya.  
Akibatnya banyak anak perempuan yang telah dikembalikan 
suaminya cenderung memberanikan diri pergi ke kota-kota besar untuk 
mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik dan untuk bertahan 
hidup. Untuk itu penting sekali bagi Remaja sebagai anak yang ada 
pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa pada 
masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dari segi 
fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara 
berpikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga 
belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran. 
Sifat-sifat keremajaan ini (seperti emosi yang tidak stabil, 
belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan 
                                                             
1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2014. Jakarta: Grahamedia Press. 
2 Landung.,Juspin.,Thaha.,Ridwan., & Abdullah.,Zulkifli. 2009. Studi 
Kasus Biasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi 
Kabupaten Tana Toraja. Jurnal MKMI, Vol 5 No.(4), 89 – 94 
3 Gultom, Maidin. 2013. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan 
Perempuan. Bandung: PT. Refika Aditama 
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konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang 
matang tentang masa depan yang baik), akan sangat mempengaruhi 
perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan konflik pun, 
usia itu berpengaruh. Hal ini kemudian bahwa kedewasaan ibu baik 
secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu akan 
berpengaruh terhadap perkembangan anak kelak dikemudian hari. 
Oleh karena itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur 
pada anak yang akan menikah.  
Inilah kemudian yang menjadi sebuah realitas dalam 
masyarakat disatu sisi terdapat hukum adat yang berlaku dalam suatu 
kelompok masyarakat yang mengatur dan menyelesaikan berbagai 
macam masalah yang terjadi, ini tidak bisa dipungkiri untuk ditiadakan 
dalam masyarakat karena hukum adat merupakan produk budaya, 
hukum adat berisi tentang nilai-nilai budaya sebagai hasil cipta, karsa 
dan rasa manusia4.  
Ini berarti hukum adat lahir dari nilai maupun budaya yang 
dijunjung dan diharga dalam masyarakat yang tidak boleh diganggu 
gugat oleh siapapun, bahwa tanpa kita ragukan Hukum adat memang 
tumbuh dan berkembang dari masyarakat seperti yang dikemukakan 
oleh Laurence M Friedman menyatakan bahwa living law juga 
merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku pada suatu negara 
yang diakui keberadaanya5. 
Salah satu yang menjadi perhatian adalah tradisi Merarik 
Kodeq6 ini adalah unik dan sekaligus menarik perhatian, karena di 
samping memperhatikan adanya kesenjangan dengan nilai-nilai 
keislaman, juga dalam praktekknya tidak jarang melahirkan persoalan-
persoalan sosial yang rumit, baik masa pelarian ataupun dalam proses 
penyelesaiannya7.Apalagi jika Merariq Kodeq yang dilakukan terhadap 
anak yang masih dibangku sekolah, dan jika itu terjadi maka sebagai 
orang tua ada yang tidak setuju maupun pasrah dengan kejadian 
tersebut. Maka konflik sosial yang lebih besar tidak dapat di elakkan.  
Sebab perkawinan lebih dari sekedar hubungan verbal antara 
dua insan yang hendak kawin, tetapi juga menyangkut urusan keluarga 
dan masyarakat. Masyarakat Sasak menyebut perkawinan dilaksanakan 
di bawah umur sebagai Merariq Kodeq, lihat bagaimana hukum adat 
dalam masyarakat Sasak melegalkan hal tersebut sehingga ada 
                                                             
4
 Rato, Dominikus. 2011. Hukum Perkawinan dan Waris adat (Sistem 
Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia). Surabaya: 
Laksbang Yustitia. 
5
 Lawrence M. Friedman. 1967. Legal Theory, (New York: Columbia 
University) hlm 211 
6
 merariq kodeq dalam bahasa sasak artinya kawin lari anak dibawah umur. 
Sulkhad, Kaharuddin 2013. Merarik pada Masyarakat Sasak. Yogyakarta: Ombak. hlm 
7 
7
 ibid hlm 8 
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penyebutan yang membedakan dengan Merariq yang biasa terjadi 
dengan membawa kawin lari gadis biasa dengan membawa lari gadis 
di bawah umur yang disebut dengan Merariq Kodeq. 
Melihat fenomena yang terjadi terhadap perkawinan, di satu 
sisi pemerintah mengatur melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang perkawinan yang memberikan batas-batas usia untuk 
melakukan perkawinan tujuannya agar perkawinan tersebut bisa 
harmonis dan tidak menimbulkan banyak konflik, dan pemberian 
dispensasi pun telah  tertera dalam perundang-undangan, di satu sisi 
juga hukum adat memberikan keluwesan dalam melakukan 
perkawinan tidak memandang umur. 
 
 
Perkawinan Menurut Perundangan 
Di dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa 
Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki 
dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan 
diatas maka terdapat lima unsur didalamnya, yaitu:  
a. Ikatan lahir batin.  
Bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir saja atau batin 
saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan 
lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan 
adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita 
untuk hidup bersama sebagai suami istri yang dimulai dengan 
adanya akad atau perjanjian yang dilakukan secara formal, menurut 
aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku. Dengan demikian 
hubungan hukum itu nyata, baik bagi pihak-pihak itu sendiri atau 
bagi pihak ketiga. Sebaliknya suatu ikatan batin merupakan 
hubungan tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak 
nyata, yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan 
dan ini diukur dengan agama dengan tujuan untuk membentuk 
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa  
b. Antara seorang pria dengan seorang wanita.  
Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan 
seorang wanita, dan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin 
terjadi. 
 
c. Sebagai suami istri;  
Seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai 
suami istri bila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan 
yang sah, bilamana memenuhi syarat-syarat intern maupun extern. 
Syarat intern adalah yang menyangkut pihak-pihak yang 
Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum 





melakukan perkawinan yaitu : kecakapan mereka, kesepakatan 
mereka, dan juga adanya izin dari pihak yang lain yang harus 
diberikan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat-
syarat extern adalah yang menyangkut formalitas-formalitas 
pelangsungan perkawinan.  
d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal  
Yang dimaksud dengasn keluarga disini ialah suatu kesatuan yang 
terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak yang merupakan sendi dasar 
susunan masyarakat Indonesia. Membentuk keluarga yang bahagia 
rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan 
perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak 
menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk mencapai hal ini, 
maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan.  
e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;  
Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya 
Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai 
hubungan erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan 
bukan saja mempunyai unsur batin. Selain itu juga terdapat 
pengertian perkawinan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam 
menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat 
(Mitsqan Ghalidhan) untuk menaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah. 
 
Perkawinan Menurut Hukum Adat 
Teer Haar menyatakan bahwa Perkawinan adalah urusan 
kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan 
urusan pribadi”, Perkawinan dalam hukum adat pada umumnya di 
Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai „perikatan 
perdata‟, tetapi juga merupakan „perikatan adat‟ dan sekaligus 
merupakan „perikatan kekerabatan dan keteganggan8. Begitu pula 
menyangkut urusan keagamaan sebagaimana dikemukakan oleh Van 
Vollenhoven bahwa “dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga 
hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan 
dunia diluar dan diatas kemampuan manusia”9. Kemudian dipertegas 
lagi oleh Adji perkawinan adalah suatu upacara ibadat, seperti halnya 
setiap perbuatan introduksi unsur baru ke dalam (masyarakat) proses 
kehidupan alam semesta (kosmos) yang keramat dan tak terduga akal10. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadinya perkawinan 
bukan hanya membawa akibat antara hubungan keperdataan seperti 
                                                             
8
 Hadikusuma, Hilman. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut 
Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama). Bandung: : CV. Mandar Maju. hlm 8 
9
 ibid hlm 9 
10
 Adji, Usman. S. 2002. Kawin Lari dan Kawin Antar Agama. 
Yogyakarta: Liberty. hlm 47 
Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum 





hak dan kewajiban suami dan istri, harta bersama, kedudukan anak dan 
lain sebagainya, melainkan juga hubungan yang menyangkut adat 
istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, ketetanggaan serta 
menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Dalam hal ini 
praktek Merariq kodeq yang terjadi di Pulau Lombok menjadi sebuah 
tradisi adat tersendiri yang mencermikan nilai-nilai budaya yang ada, 
kawin lari di bawah umur (Merariq Kodeq) telah benar-benar menyebar 
dan memasyarakat di muslim Sasak. 
Kawin lari pun memiliki makna ganda dalam masyarakat 
sasak yaitu yang Pertama, kawin lari atau Merariq kodeq berasal dari kata 
dalam bahasa Sasak “berari kecil” yang artinya berlari dalam artian 
bahwa  tindakan berupa melarikan diri atau membebaskan adalah 
tindakan yang nyata untuk membebaskan si gadis yang di bawah umur 
dari ikatan orang tua serta keluarganya11.  
Kedua, Merariq sebagai penamaan dalam keseluruhan proses 
perkawinan menurut adat sasak. Pada sebagian masyarakat meyakini 
bahwa dengan melarikan diri atau mencuri si gadis dari pengawasan 
walinya, bajang atau pemuda Sasak Secara Implisit dan eksplisit 
memberikan bukti nyata kesungguhan untuk mempersunting si gadis.12 
Jadi, Merariq kodeq menurut pengertian diatas perbuatan yang 
dilakukan oleh masyarakat sasak tidak memandang batas umur si gadis 
sesuai dengan perundangan. Sehingga masyarakat sasak menyebutnya 
dengan sebutan Merariq kodeq yaitu kawin lari yang dilakukan oleh si 
pemuda kepada gadis di bawah umur. Merariq kodeq yang dilakukan 
oleh si pemuda dengan syarat harus mendapat persetujuan dari orang 
tua pihak perempuan, pada prinsipnya proses dan segalanya memiliki 
kesamaan dengan merariq biasa yang dilakukan oleh gadis dan laki-laki 
pada umumnya, dan sekarang keberadaan merariq kodeq menjadi hal 
biasa dilakukan walaupun dampak walaupun akibat buruk akan 
terjadi, hal inilah yang harus diperhatikan oleh laki-laki maupun 
perempuan jika ingin melakukan perkawinan di usia muda. 
 
Celah-Celah Hukum bagi Terjadinya Praktik Perkawinan di Bawah 
Umur 
 
1. Dispensasi nikah 
Disebutkan dalam Undang-undang perkawinan (UUP) 
Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak 
pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 
16 tahun. Penyimpangan terhadap ketentuan usia kawin ini dapat 
                                                             
11
 Yasin, Nur. 2008. Hukum Perkawinan Islam Sasak. Yogyakarta: UIN-
Malang Press hlm 151 
12
 Sulkhad, Kaharuddin. 2013. Merarik pada Masyarakat Sasak. 
Yogyakarta: Ombak. hlm104 
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dimintakan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat  lain yang 
ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 
Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal 7 ini dapat 
diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang 
diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita (pasal 7 
(2 ) UU Perkawinan No.1 Tahun1974). Pelaksanaan undang-undang 
perkawinan khususnya bagi masyarakat yang beragama islam oleh 
Menteri Agama diterbitkan peaturan Menteri Agama Nomor 3 
Tahun1975 mengenai kewajiban pencatat nikah dan tata kerja 
pengadilan agama dalam melaksanakan peraturan perundang-
undang perkawinan bagi mereka yang menganut agama islam. 
Dlam peraturan menteri agama antara lain diatur tentang prosedur 
untuk mengajukan dispensasi kepada pengadilan agama pasal 1 
ayat 2 sub g Permenag Nomor 3 Tahun 1975 yang menegaskan: 
“Dispensasi pengadilan agama ialah penetapan yang berupa izin 
untuk calon istri belum mncapai umur 19 tahun dan atau calon istri 
belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh pengadilan 
agama.”  
Pasal 13 ayat 1 Permenag Nomor 3 Tahun 1975 menentukan 
apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan 
calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan 
perkawinan harus mendapat dispensasi dari pengadilan agama. 
Maksudnya, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita 
kepada  pengadilan agama dimana tempat tinggalnya (Pasal 13 ayat 
2 permenag nomor 3 tahun 1975). Setelah pengadilan agama 
memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan, bahwa terdapat 
hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi, oleh 
karenanya pemerintah melalui sebuah kebijakan dan peraturan 
memberikan dispensasi kepada kedua belah pihak untuk 
mendukung aktifitasnya. 
Surat dispensasi kawin dari pengadilan bagi mereka yang 
berada di bawah umur merupakan Sesutu yang wajib ada dalam hal 
pemeriksaan berkas-berkas oleh PPN atau pembantu PPN setelah 
ada pemberitahuan untuk melaksakan perkawinan. Dalam Pasal 6 
ayat 1 PP No.9 Tahun 1975 “pegawai pencatat yang menerima 
pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti 
apakh syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak 
terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang”. 
Berdasarkan pada pasal tersebut di atas dapatlah dianalisa 
terhadap suatu kebijakan dispensasi, sehingga dapatlah 
disimpulkan bahwa  perkawinan pada semua tingkat umur tetap 
memiliki peluag untuk terjadinya berbagai resiko. Namun pada 
umur dewasa, orang dianggap lebih mampu untuk menggunakan 
nalar dalam menghadapi problematika keluarga. Lain halnya kalau 
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di bawah umur, secara psikologis manusia dianggap lebih mudah 
bersifat kekanak-kanakan yang nantinya akan mempengaruhi 
kehidupan rumah tangganya. Sebaliknya yan gdipahami bahwa 
perkawinan bukanlah untuk tujuan produksi semata, melainkan 
perkawinan sebagai sesuatu yang memerlukan tanggung jawab 
secara lahiriah batiniah. 
Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui 
Inpres Nomor 1 Tahun 1991, memuat perihal yang kurang lebih 
sama. Pada pasal 1, KHI menyebutkan bahwa batas usia 
perkawinan sama seperti pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974, 
namun dengan tambahan alasan “untuk kemaslahatan keluarga dan 
rumah tangga.” Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, 
perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah 
mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang 
No.1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 
19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. 
Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus 
mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), 
(3), (4), dan (5) UU No.1 Tahun 1974.  
Secara eksplisit tidak tercantum jelas larangan untuk menikah 
di bawah umur. Penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan 
dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang 
berkompeten. Terlebih dengan adanya institusi dispensasi nikah, 
peluang bagi terjadinya perkawinan di bawah umur 16 tahun 
menjadi sangat potensial. Dalam implementasinya, institusi ini 
sering digunakan untuk mencegah hubungan di luar perkawinan 
yang terjadi antara pasangan muda-mudi. Lazimnya kekahwatiran 
berasal dari orang tua yang tidak ingin melihat anak perempuannya 
hamil di luar nikah. 
 
Legalitas Hukum Adat:  Kawin lari Usia Dini (Merariq Kodeq) 
Dalam masyarakat adat sendiri yaitu di suku Sasak kawin lari 
(merariq kodeq) usia dini menjadi hal yang biasa dilasanakan asalkan 
mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai perempuan. Salah 
satu doktrin normatif yang terkandung dalam praktek merariq kodeq 
adalah rasa bangga terhadap identitas individu dan identitas keluarga 
pihak perempuan yang ditandai dengan adanya keinginan agar anak 
wanita yang dinikahi lelaki harus didahului oleh proses pelarian. 
Kebanggaan tersebut memiliki kontribusi social bagi 
eksistensi keluarga di tengah komunitas masyarakat setempat. Terlepas, 
apakah pelarian akan berakhir dengan pernikahan atau tidak, yang jadi 
proses pelarian itu sendiri sudah merupakan tahapan penting yang 
cukup monumental dalam tata urutan prosesi pernikahan.Kebanggaan 
sosial kultural inilah yang kemudian mampu memunculkan image dan 
Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum 





legitimasi sosial bahwa pelarian sama sekali bukan suatu criminal 
dalam tradisi Sasak. 
 Padahal dalam hukum nasional ada ketentuan bahwa 
melarikan anak orang lain termasuk dalam kategori kriminal besar 
yang berada dalam rumpun pidana penculikan dan pemaksaan 
kehendak seseorang kepada pihak lain serta penghilangan 
kemerdekaan yang harus dimiliki warga Negara, akan tetapi berbeda 
halnya dengan merariq kodeq yang telah dianggap hal yang lumrah oleh 
adat suku Sasak itu sendiri. 
Cita hukum nasional menghargai eksistensi hukum yang 
secara horizontal terpraktekkan di tengah masyarakat. Proses 
perumusan hukum nasional juga menerima asumsi bahwa hukum 
mempunyai kekuatan berlaku jika diterima dan diakui oleh 
masyarakat. Konsep ini disebut dengan teori pengakuan13 Dalam 
konteks ini, tampak bahwa kawin lari usia dini (merariq kodeq) cukup 
diterima di tengah publik Sasak. Meski belum diketahui secara jelas 
prosentasi keberpihakan masyarakat terhadap merariq kodeq. Beberapa 
kasus di berbagai penjuru pulau Lombok bisa dijadikan penguat 
argumentasi bahwa pengakuan oleh masyarakat merupakan suatu 
kenyataan hukum yang tak terelakkan.  
Senada dengan yang dikemukakan oleh Purba14sebagai 
berikut : 
a. Hukum tidak tertulis pasti ada karena hukum tertulis tidak akan 
mungkin mengatur semua kebutuhan masyarakat yang perlu diatur 
dengan hukum.  
b. Pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial yang 
cepat. 
c. Peranan hukum tidak tertulis lebih menonjol dari hukum tertulis. 
d. Yang menjadi masalah adalah mana yang merupakan hukum tidak 
tertulis yang dianggap adil. 
Frekuensi Merariq Kodeq yang Terjadi pada Masyarakat Sasak 
Dengan adanya data dari hasil penelitian yang menunjukan 
tingkat merariq kodeq yang pada tahun 2012, 2013 cukup tinggi di 
bandingkan tahun 2014 mengalami penurunan, ini merupakan hasil 
dari kerja keras pemerintah yang mampu memberikan sosialisasi 
kepada masyarakat beserta LSM yang ikut membantu menyelamatkan 
generasi muda untuk tetap bersekolah dan mengenyam pendidikan 
agar bisa mencetak generasi yang cerdas.  
Hal ini terlihat pada gambar dibawah ini yang menunjukkan 
tingkat merariq kodeq pada masyarakat Sasak khusunya di desa 
Perampuan dan desa Kuranji. 
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Gambar.1.1 Grafik Tingkat Perkawinan Usia Muda Perempuan <16 
Tahun Kecamatan Labuapi Desa Perampuan dan Desa 
Kuranji 
Sumber : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuapi dan 
BKKBN 
 
Penyebab merariq kodeq masih tetap eksis di tengah era modernisasi   
Dalam hal ini budaya sasak sebenarnya bukan murni berasal 
dari islam akan tetapi akulturasi dari budaya bali yang menjajah pulau 
Lombok ketika itu, dan jika ada yang berpendapat bahwa merariq 
adalah budaya islam itu adalah kesalahan karena islam tidak pernah 
menerapkan hal seperti itu melainkan dengan mendatangi baik-baik ke 
pihak perempuan. dan bahkan di hal ini dibantahkan oleh peneliti yang 
berasal dari barat memang budaya Sasak adalah budaya yang 
terpengaruh dari Bali. 
Peneliti Belanda15 mendukung pendapat tokoh adat Sasak 
tersebut ia mengatakan bahwa praktek kawin lari dipinjam dari budaya 
Bali. Selama 150 tahun kerajaan Karangasem Bali Berkuasa di Lombok, 
alternatif kawin lari pada saat itu untuk memecah belah kekuasaan 
orang sasak.16 Dari hasil penelitian bahwa proses merariq kodeq pun 
sama dengan proses merariq hanya yang bisa membedakan adalah 
merariq kodeq istilah yang digunakan untuk kawin lari yang dilakukan 
untuk gadis yang masih di bawah umur sesuai dengan ketentuan 
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Mengunjungi kediaman si gadis dengan tujuan untuk mengenal 
lebih dalam pada waktu tertentu, dan secara adat tidak bisa 
melebihi batas waktu yang ditentukan. 
2. Memaling 
Perkawinan yang  dilakukan dengan cara memaling/melarikan 
merupakan proses perkawinan sebelum aqad nikah. Proses ini 
dilakukan menurut/sesuai dengan ketentuan adat sasak. Jika proses 
memaling tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yangtelah 
disepakati menurut adat sasak, maka mendapat sanksi sesuai 
dengan ketentuan adat.  
3. Bejati 
Mempelai pria meminta tolong kepada pemerintah setempat seperti 
Kadus atau ketua RT, ketua RT  kepihak keluarga perempuan 
kegiatan ini disebut dengan bejati. 
4. Selabar 
Laporan kepada lembaga resmi oleh ketua RT atau Kepala dusun ke 
KUA 
bahwa telah terjadi merariq kodeq. 
5. Sorong Serah 
Tempat pengumuman pengesahan perkawinan secaraa adat sasak, 
karena langsung dihadiri oleh banyak orang 
6. Bait wali 
Usaha dari pihak keluarga pengantin laki - laki untuk meminta wali 
kepada keluarga pengantin wanita agar dpat dilakukan aqad nikah 
sesuai dengan waktu yang tepat yang telah direncanakan sesuai 
dengan perencanaan keluarga pengantin pria 
7. Bekawin 
Dalam Islam disebut dengan aqad nikah. 
Dari data hasil penelitian bahwa dapat kita pahami merariq 
kodeq merupakan budaya Sasak yang masih bertahan bahkan di era 
canggihnya tekhnologi sekarang dari hasil penelitian terdapat 
kesimpulan bahwa hal ini disebabkan oleh: 
a. Predstige keluarga perempuan 
Gambar. 4.3 Skema Proses Merariq kodeq 
masyarakat Sasak 
 
Midang Memaling  atau 
Merariq 
Bejati Selabar 
Sorong Serah Bait Wali Bekawin atau 
Aqad nikah 
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Kawin lari (Merariq) dipahami dan diyakini  sebagai bentuk 
kehormatan atas harkat dan martabat keluarga perempuan. Atas 
dasar keyakinan ini, seoran gadis yang dilarikan sama sekali tidak 
dianggap sebagai sebuah wanprestasi (pelanggaran sepihak) oleh 
keluarga laki-laki atau keluarga perempuan, justru dianggap 
sebagai prestasi keluarga perempuan. Seorang gadis yang dilarikan 
merasa dianggap memiliki kelebihan atau keistimewaaan tertentu, 
sehingga menarik hati laki-laki. 
b. Superioritas lelaki, Inferioritas perempuan 
Satu hal yang tak bisa dihindarkan dari praktek kawin lari adalah 
seseorang lelaki tampak sangat kuat, menguasai, dan mampu 
menjinakkan kondisi sosio-psikologis calon istri. Terlepas apakah 
dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah direncanakan 
sebelumnya maupun belum direncanakan sebelumnya, kawin lari 
tetap memberikan legitimasi yang kuat atas superioritas lelaki. Pada 
sisi lain menggambarkan sikap inferioritas, yakni ketidakberdayaan 
kaum perempuan atas segala tindakan yang dialaminya.  
c. Egalitarianism 
Terjadinya kawin lari menimbulkan kebersamaan (egalatarian) di 
kalangan seluruh keluarga perempuan. Tidak hanya 
bapak,ibu,kakak, dan adik sang gadis yang dilarikan, tetapi 
paman,bibi dan seluru sanak saudara dan handal taulan ikut 
tergerak dan terdorong sentiment keluarganya untuk ikut 
menuntaskan keberlanjutan kawin lari (merariq). Kawin lari juga 
memunculkan rasa kebersamaan (egalitarian) di kalangan keluarga 
perempuan.  
d. Komersial : memiliki nilai tawar. 
Terjadinya kawin lari hampir selalu berlanjut ke proses tawar 
menawar pisuke (Mahar). Proses nego berkaitan dengan besaran 
pisuke yang biasanya dilakukan dalam acara mbait wali yang sangat 
kental dengan nuansa bisnis. Ini lah kemudian yang terjadi dalam 
adat sasak yang kental dengan berbagai macam nilai sehingga tidak 
bisa dipungkiri bahwa hal-hal seperti diatas menjadi sebuah nilai 
istimewa sendiri bagi pelaku kawin lari dan hal ini pun terjadi pada 
pelaku perkawinan di bawah umur (merariq kodeq) .  
e. Merariq kodeq merupakan adat istiadat leluhur 
Keanekaragamana suku, ras di Indonesia khusunya Lombok 
mencerminkan bahwa  adat istiadat yang dilestarikan selama ini 
masih melekat dan menjadi suatu budaya yang sakral bagi 
masyarakat Lombok terbukti dengan adanya merariq kodeq yang 
masih ada sampai sekarang dan bahkan di tengah zaman yang 
makin canggih akan teknologinya, dari ke 6 responden sepakat 
untuk mengatakan bahwa tetap eksisnya merariq kodeq ini karena  
mereka menjunjung tinggi nilai adat istiadat dan leluhur budaya 
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Sasak, walaupun hukum tertulis ada untuk mengatur mereka secara 
hukum nasional seperti Undang-undang tentang perkawinan17.  
Begitulah yang terjadi pada masyarakat adat bahwa hadirnya 
hukum tertulis tidak berpengaruh terhadap aturan-aturan yang telah 
ada sejak dahulu kenyataana mereka lebih menjunjung tinggi nilai 
leluhur nenek moyang mereka yaitu hukum adat itu sendiri walaupun 
kondisi perubahan zaman mengalami dinamika sosial. 
 
Dampak-dampak yang terjadi ketika kawin lari di bawah umur 
(merariq kodeq) terjadi pada masyarakat Sasak 
a. Kehamilan Prematur 
Kehamilan pada usia muda dapat membawa akibat yang 
berbahaya, baik bagi ibu muda maupun bayinya, ibu muda itu 
beresiko melahirkan bayi prematur dengan berat badan di bawah 
rata-rata. Hal ini sangat berbahaya bagi bayi tersebut karena 
meningkatkan resiko kerusakan otak dan organ-organ tubuh 
lainnya. Bayi yang lahir dengan berat kurang dari normal 
mempunyai resiko kematian 20 kali lebih besar pada tahun 
pertamanya dibanding bayi normal,  sebagian masyarakat yang 
melangsungkan perkawinan usia muda ini dipengaruhi karena 
adanya beberapa faktor-faktor yang mendorong mereka untuk 
melangsungkan perkawinan usia muda atau di bawah umur18. 
b. Tidak Berpendidikan dan Putus Sekolah 
Hampir bisa dipastikan, pengantin kanak-kanak adalah 
generasi putus sekolah dan bahkan yang tidak mengenyam 
pendidikan sama sekali. Kesempatan mereka untuk mengenyam 
level pendidikan yang lebih tinggi menjadi mimpi bahkan tidak 
sedikit pula yang tidak menyelesaikan bangku pendidikan dasar, 
akibatnya, banyak diantara mereka  yang buta aksara.  
c. Kekerasan Rumah Tangga 
Gadis-gadis muda yang dikawinkan di usia dini lazimnya 
bersuamikan pria yang berusia jauh lebih tua dari dirinya. Akibat 
margin usia yang sangat lebar inilah hampir selalu muncul problem 
komunikasi keluarga maupun seksual di antara keduanya. Sehingga 
munculah kekerasan dalam rumah tangga tersebut yang bisa 
menyakitkan pasangan dan yang menjadi korbannya adalah 
perempuan. Data hasil penelitian menunjukan bahwa 3 orang 
korban KDRT tidak melapor kepada pihak yang berwajib akibat 
minimnya pengetahuan mereka tentang proses pelaporannya, 
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 Setiady, Tolib. 2008. Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian 
Kepustakaan. Bandung : Alfabeta hlm 25 
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 Mohammad, M. Dlori. (2005) Jeratan nikah dini, wabah pergaulan. 
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sehingga terkadang lembaga bantuan hukum yang menyediakan 
jasanya bersosialisasi ke tiap desa-desa di pulau Lombok, seperti 
LBH APIK NTB.  
d. Perceraian 
Akibat tidak harmonisnya rumah tangga, maupun 
komunikasi yang tidak sejalan dengan kondisi rumah tangga 
perkawinan di usia muda bisa berdampak pada terjadinya 
perceraian, hal ini tidak bisa dielakkan akhirnya yang menjadi 
korban adalah perempuan yang tidak bisa melanjutkan sekolah atau 
bahkan malu untuk melanjutkan studi, status janda di usia muda 
pun menjadi identitas tersendiri, dan akhirnya untuk melanjutkan 
kehidupan mereka lebih memilih merantau di negeri orang, julukan 
yang melanda pulau Lombok selain sebagai pulau seribu mesjid 
dan juga pulau seribu janda19. Senada dengan pendapatnya 
William. J. Goode bahwa pernikaha dini tidak jarang memunculkan 
banyak masalah yang sangat pelik di dalam rumah tangga, dan 
kerap berakhir dengan perceraian20.  
e. Trauma Psikologis  
Situasi tingkat kematian ibu muda, kekerasan yang terjadi 
dalam rumah tangga, situasi ini bisa berdampak pada traumatik 
bagi sang ibu muda, karenanya mencabut masa kanak-kanaknya, 
sebelum ia belajar mengenai hidup dan bereaksi secara tepat 
terhadap dirinya sendiri, ia harus mengasuh dan membesarkan 
bayi, pendeknya disegerakan menjadi dewasa secara tidak wajar 
dan instan. Rasa marah dan penolakkan adalah sikap yang umum 
terjadi dan lazimnya berlangsung dalam jangka waktu yang lama, 
ini lah yang memunculkan trauma psikologi yang berkepanjangan. 
 
Upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah 
umur (merariq kodeq) pada masyarakat Sasak. 
a. Sosialisasi masing-masing Desa 
Sosialisasi yang di upayakan oleh pemerintah seperti 
lembaga KUA setempat dalam bentuk workshop, mendatangi 
kantor desa dan mengumpulkan warga setempat untuk menghadiri  
kegiatan tersebut, merupakan langkah awal dalam 
meminimalisirkan kegiatan merariq kodeq. dan tentunya partisipasi 
masyarakat juga membantu mendukung program dengan begitu 
bisa berjalan lancar.  
b. Pembuatan Film Dokumenter 
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 Koran Lombok Post 26 Februari 2015 
20
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Jakarta : Diaksara. 
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Maraknya perkawinan usia muda atau yang disebut oleh 
masyarakat Sasak Merariq  kodeq (kawin lari di bawah umur ), 
mendorong pemerintah untuk bekerja keras meminimalisir praktek 
tersebut, dikarenakan berbagai factor yang mempengaruhi seperti 
pergaulan bebas, minimnya pengetahuan tentang dampak dari 
nikah muda, dan juga factor kemajuan tekhnologi lewat jejaring 
social dan lain sebagainnya memberikan sumbangsih untuk mereka 
dengan mudah mengenal lawan jenis, selain itu juga kondisi remaja 
sekarang yang menyukai nonton ketimbang membaca, maka dari 
itu pemerintah mencoba untuk membuat film documenter yang 
berjudul “Nyesel Merariq Kodeq”, diharapkan melalui film tersebut 
bisa memberikan nilai positif dan pemahaman bahwa merariq kodeq 
bukanlah perbuatan yang main-main sehingga dengan mudah 
orang bisa mempraktikkannya, dalam hal ini harus dianalisis dan di 
telaah agar rumah tangga yang harmonis bisa terbangun 
 
Simpulan 
Masih eksisnya merariq kodeq di tengah zaman modern 
sekarang adalah Predstige keluarga perempuan artinya merasa 
terhormat dan bangga ketika anak gadisnya kawin lari, superioritas 
lelaki, inferioritas perempuan bahwa tidak bisa dipungkiri keuasaan 
laki-laki di pulau Lombok mampu mengendalikan kondisi sosial, 
egalitarianism yaitu nilai kebersamaan dalam mendukung proses dan 
penyelesaian merariq kodeq, komersial : memiliki nilai tawar antara 
pihak laki-laki dan pihak gadis, berapapun nilai mahar perkawinan 
akan tetap dilaksanakan. karena substansi dari perkawinan adalah 
merariq kodeq yang telah terlaksana, harga mahar tidak menjadi masalah 
yang krusial. dan merariq kodeq merupakan budaya leluhur adat Sasak. 
akan tetapi dalam hal ini jangan sampai disisi lain dapat merugikan 
seperti perempuan tidak bisa melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih 
tinggi, tentunya pemerintah harus menekan kondisi yang dapat 
merugikan kaum perempuan  dengan melakukan sosialisasi maupun 
kerjasama dengan instansi lain serta tokoh adat harus mampu 
merumuskan batasan usia Merariq. 
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